Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT POS INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : FAIZAL ROCHMAD DJOEMADI
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK . 156866
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 32.650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/104 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 495 m2/302 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/27 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 4.100.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/136 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

7. Tanah Seluas 325 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 5.600.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/72 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/252 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000

10. Tanah Seluas 5500 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/161 m2 di KAB / KOTA
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BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.640.000.000
1. MOBIL, MECEDEZ BENZ GLE 250 D Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 450.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU LUXIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000
3.  MOBIL, MECEDEZ BENZ GE 300 Tahun 1998, HASIL SENDIRI
Rp. 1.100.000.000
4. MOTOR, HONDA C70 Tahun 1970, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
5. MOTOR, GESITS EV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. MOBIL, TOYOTA COROLLA CROSS Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 550.000.000

7. MOTOR, HONDA XADV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

400.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.990.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 12.386.711.040
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.603.921.015
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 55.270.632.055
. HUTANG Rp. 15.237.095
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 55.255.394.960
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT POS INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ENDY PATTIA RAHMADI ABDURRAHMAN
2. Jabatan : DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
3. NHK . 784434
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 122.460.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 725 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 630 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/115 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

5. Tanah Seluas 79 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 2 m2/137 m2 di NEGARA
AUSTRALIA, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 679 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 19 m2/89.65 m2 di KAB / KOTA
KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/138 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.800.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 23 m2/134 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000.000

11. Tanah Seluas 1567 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN
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, HASIL SENDIRI Rp. 20.370.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 496 m2/350 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 9.225.000.000

13. Tanah Seluas 1134 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 190.000.000

14. Tanah Seluas 1086 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 190.000.000

15. Tanah Seluas 1110 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 185.000.000

16. Tanah Seluas 1010 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 175.000.000

17. Tanah Seluas 917 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000

18. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.987.500.000

1. MOBIL, TOYOTA LEXUS / JEEP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
750.000.000

2. MOTOR, HONDA E1F02N11M2 AT / SOLO Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

3. MOTOR, YAMAHA BN1AT / SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 3.500.000

4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
350.000.000

5. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000

6. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
1.700.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.615.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 5.965.996.566

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 26.210.474.452

F. HARTA LAINNYA Rp. -2t
Sub Total Rp. 164.238.971.018

lll. HUTANG Rp. 5.576.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 158.662.971.018

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT POS INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ASIH KURNIASARI KOMAR
2. Jabatan : DIREKTUR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
3. NHK : 517769
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/48 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 304 m2/168 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 600.000.000
1. MOTOR, YAMAHA AEROX MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI SANTA FE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000
3. MOBIL, BMW SEDAN 5201 AT Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.

90.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 102.036.750
D. SURAT BERHARGA Rp. 50.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.420.830.996
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 5.172.867.746
. HUTANG Rp. 661.259.857
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.511.607.889
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT POS INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HARIADI
2. Jabatan : DIREKTUR OPERASI DAN DIGITAL SERVICES
3. NHK . 788489
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.120.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/31 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 970.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/27 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/36 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 330.750.000

1. MOBIL, MAZDA CX5 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
175.000.000

2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GX Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
105.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000
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4. MOTOR, ALFA CERVO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

37.750.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. T
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.001.675.822
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 22.452.425.822
[ll. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 22.452.425.822
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT POS INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HARIS
2. Jabatan : DIREKTUR BISNIS JASA KEUANGAN
3. NHK : 520609
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/330 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.505.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2,4 L DAKKAR Tahun 2019,
HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
1.125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.845.557.449

F. HARTA LAINNYA Rp. 35.000.000

Sub Total Rp. 7.135.557.449

lll. HUTANG Rp. 2.219.175.121

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.916.382.328
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT POS INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : PRASABRI PESTI
2. Jabatan : DIREKTUR BUSINESS DEVELOPMENT DAN PORTOFOLIO MANAGEMENT
3. NHK : 171951
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/183 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 700.000.000

1. MOBIL, TOYOTA VOXY 2023 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

700.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 745.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 2.072.045
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.298.188.470
F. HARTA LAINNYA Rp. 6.900.000.000
Sub Total Rp. 14.595.260.515
lll. HUTANG Rp. 1.455.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 13.140.260.515
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT POS INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TONGGO MARBUN
2. Jabatan : DIREKTUR BISNIS KURIR DAN LOGISTIK
3. NHK : 645031
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 10.730.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/164 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.150.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.150.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

4. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI
Rp. 450.000.000

5.  Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI
Rp. 450.000.000

6. Bangunan Seluas 26.12 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 585.000.000

7. Bangunan Seluas 23.68 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL
SENDIRI Rp. 470.000.000

8. Bangunan Seluas 38 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 475.000.000

9. Bangunan Seluas 38 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 475.000.000

10. Bangunan Seluas 42 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 975.000.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/136 m2 di KAB / KOTA KOTA
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JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 911.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA NF125 TR Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

3. MOBIL, HYUNDAI CRETA PRIME 1.5 IVT DUAL TONE Tahun
2022, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000

4. MOBIL, MINI COOPER COUNTRYMAN Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 560.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.665.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 317.150.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.606.281.991

F. HARTA LAINNYA Rp. 2.293.593.103

Sub Total Rp. 25.523.025.094

Ill. HUTANG Rp. -=-

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 25.523.025.094
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT POS INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : CORPORATE SECRETARY
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TATA SUGIARTA
2. Jabatan : CORPORATE SECRETARY
3. NHK . 765292
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.287.342.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 597.471.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/140 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 689.871.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 195.000.000

1.  MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

195.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ===
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 523.469.944
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 2.005.811.944
. HUTANG Rp. 140.826.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.864.985.944
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT POS INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA . DIREKTORAT KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ENDANG WAHYUDIN
2. Jabatan : SENIOR VICE PRESIDENT RISK MANAGEMENT
3. NHK . 204479
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 898.310.000

1. Tanah Seluas 34 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 30.200.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/150 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 550.110.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/45 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

4. Tanah Seluas 2550 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, WARISAN
Rp. 78.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 447.500.000

1. MOBIL, MITSUBISHI JEEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
315.000.000

2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000

3. MOBIL, SUZUKI AEV415PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

120.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 118.976.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 551.018.265
F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 2.015.804.265
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1. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.015.804.265
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT POS INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DIREKTORAT BISNIS JASA KEUANGAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ZUHED NUR
2. Jabatan : SENIOR VICE PRESIDENT CONSUMER BUSINESS
3. NHK . 414144
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.680.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000

2. Tanah Seluas 590 m2 di KAB / KOTA PATI, WARISAN Rp.
2.418.000.000

3. Tanah Seluas 1008 m2 di KAB / KOTA PATI, WARISAN Rp.
110.000.000

4. Tanah Seluas 4695 m2 di KAB / KOTA PATI, WARISAN Rp.
130.000.000

5. Tanah Seluas 4720 m2 di KAB / KOTA PATI, WARISAN Rp.
132.000.000

6. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 590.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 924.000.000

1. MOTOR, HONDA SPACY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

2.  MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000

3. MOBIL, HONDA BRIO RS CITY CAR Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
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4. MOBIL, HYUNDAI IONIQ 5 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

690.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 258.100.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 455.500.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 893.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. oo
Sub Total Rp. 8.211.100.000
. HUTANG Rp. 115.250.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 8.095.850.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT POS INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA . DIREKTORAT BUSINESS DEVELOPMENT DAN PORTOFOLIO MANAGEMENT
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RIHARSONO PRASTYANTORO
2. Jabatan : SENIOR VICE PRESIDENT STRATEGIC PLANNING AND BUSINESS

TRANSFORMATION

3. NHK . 448685
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.167.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/48 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

2.  Tanah Seluas 552 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL
SENDIRI Rp. 717.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 519.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL
SENDIRI Rp. 1.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 7.500.000

3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
11.000.000

4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER GR 2.8 Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. e
D. SURAT BERHARGA Rp. ——-
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 157.988.900
F. HARTA LAINNYA Rp. ——

Sub Total Rp. 1.845.088.900

lll. HUTANG Rp. -
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IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 1.845.088.900

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT POS INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DIREKTORAT OPERASI DAN DIGITAL SERVICES
I. DATA PRIBADI
1. Nama : IMAM PUJONO
2. Jabatan : SENIOR VICE PRESIDENT COURIER AND LOGISTIC OPERATION
3. NHK : 855092
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.300.000.000

1. Tanah Seluas 98 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , WARISAN Rp.
625.000.000
2. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 1.675.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 902.475.000
1. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
380.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
12.975.000
3. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2020, HADIAH Rp. 18.000.000
4. MOTOR, YAMAHA RXK 135 Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp.
20.500.000
5. MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 340.000.000
6. MOTOR, HONDA CB500X Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
115.000.000
7. MOTOR, CHUNLAN CL100 Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 367.180.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
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E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 294.475.129

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 3.864.130.129

. HUTANG Rp. 329.655.153

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.534.474.976
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT POS INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA . DIREKTORAT HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
I. DATA PRIBADI
1. Nama o IKA WIJAYANTI
2. Jabatan : SENIOR VICE PRESIDENT HUMAN CAPITAL POLICY AND STRATEGY
3. NHK . 413726
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/86 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 107 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 280.000.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ GD3 1,5 IDSI Ml Tahun 2006, HASIL
SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV RU1 1.5 E CVT CKD Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. s

D. SURAT BERHARGA Rp. 693.399.259

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 590.088.328

F. HARTA LAINNYA Rp. 200.000.000

Sub Total Rp. 2.313.487.587

lll. HUTANG Rp. o

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.313.487.587
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT POS INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : DIREKTORAT BISNIS KURIR DAN LOGISTIK
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ARLIA IRISHTIANA
2. Jabatan : SENIOR VICE PRESIDENT INTERNATIONAL AND WHOLESALE BUSINESS
3. NHK : 969140
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 240.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI SUV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

240.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 230.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.100.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ---
Sub Total Rp. 6.170.000.000
. HUTANG Rp. 21.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 6.149.000.000
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



